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l· SALINANI 
BUPATI SEMARANG 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 4; TAHUN 2012 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH 
. . . , · DIKABUPATENSEMARANG . . 

. Menimbang 

Mengingat 

. i>ENGAN ~HMAT TUiIAN YANG MAHA ESA 

BUP ATI SEMARANG, 
. . 

a. · . bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / Meitlces 
I · PER I Y / 201.1 tentang Pedoman Pelaksanaaah Program J~inan . 
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2011, bahwa peserta . 
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dihiar kuota Jaminan ·.· . 
Kesehatan Masyarakat ' (JAMKESMASY. menjadi · tanggung · jawab • 
Pemerintah Daerah; 

h. bahwa Perattiran Bupati Semarang Nomor 114 'rahun 20~0 tentang · 
Petunjuk P~laksanaan Janiinan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) . di 
Kabupaten ·. Semarang sudah . tidak sesuai dengan kondisi. dan 
. perkembangari yang ada maka perlu ditinjau k~mbali; 

c. '. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
· a dari hurnfb, perlu ditetapkan d~~gan Peraturan Bupati Semarang; · · 

1. .Undang-Undang Norn:or 13 · Tahun 1950 .. tentang · Pemben~an 
Daerah-daerah Kabupaten Da:lam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; · 

. 2. Undang-Undang Nomor_.67 Tahun 1958 tentang Penibahan Batas-· 
batas Wilayah Kotaprc1.ja Salatiga dan . Daerah Swatantra Tingkat lI 

·. Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
118, Tambahan:tembaran.Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3 . . Undang-Undang Nomor ·2s Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yarig J;3ersih Dan Bebas Dari Korupsi, ~Kolusi Dan NepotisID;e 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .1999 Nomor · 75, 
Tambahan Lembaran Negara Rep~blik Indonesia Nomor 3.851); 

4. •Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangari Negara· 
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 2003 Nomor 47, . 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang-Undang Nomor · 1 · Tahun 2004 . tent¥.1g . Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara · Republik ~ndo*esia Tah\lll 2004 
Nomor · 5, Taml;>ahan · Lembaran . Negara I,{epu:blik Indonesia 
Nomor 4355); · . . . . • :· . . 

6 . . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 . t~ntai:ig · Pemepksa!Ul 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan. Neg~q:i · (Lembaran . . . . . ,. . 



.. 
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· Negara Republik · Indonesia- Tahun 2008 · Nomor 66, Tambahan· 
· Lenibaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4400); . . . . 

7: Undang-Undang Nornor25 . Tahun 2004 tentang Sist~ Perencanaan 
Peinbangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun . · 
2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik • Indonesia · 
Nomor 4421); · , · 

8.. Undang-,-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah · 
(Lembaran N~gara ~epublik Indonesia Tahtin ·2004 Noinor 125~ · · · 
'fambahan Lembaran Negara · Republik .Indonesia Nonior . 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan . Undang~ · 
Undang .Nomo'r 12 Tahun 2008 tentailg ·Perubahan Kedua Atas 
Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran. Negara Repul;,lik Indonesia Tahun . 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); · · · 

9. Undang-Undang Nomor. 33 Tahun . 2004 tentang Perimb~gan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan · Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2004 ·. Nomor 126,: 
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438); 

10. Undang - Undang Nomor 36 Tahun . 2009 · tentang Kesehatan 
. (Lembaran .· Negara Republik Indonesia Tahurt · 2009 Nomor 144,: . • 

Tambiµian L_embaran Negara Republik Indonesia .Nomor 5063); . 
11. Undang - Undang Nonior 44 .. Tahun 2009 · tentang Rumab. , Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun.' 2009 Notri.or .·153,' · 
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomot 5072); · · . 

l2. Undang.;..Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan · 
Peraturati Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor · 82, · Tambahan · Lembaran Negara Republik , 
Indonesia Nomor 5234); · · · 

1~. Peraturan Pemerintah Nomon 16 Tahun 1976 tentang Peduasan 
J(otarnadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembara:n Negara Republik . 
Indonesia Tahun .1976 NomQr · 25, Tambahan Lembaran · Negara · 
Republik In4onesia Nomor 3079); ·· · · 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang·Perubahan Batas 
Wilayah Kotarnadya Daerah . Tingkat . II .Safatiga Dan Kabupaten · 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembarati Negara Republic Indonesia .· 
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan . Lembaran Negara Republik . 
Indonesia Nomor 3500); . · • . 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 · Tahun , 2005. tentang Dana 
Perimbangan . (Lembaran Negara Republik Indotie~ia Tahun 2005 
Nomor t'3?, Tambahan Leml)aran Negara Republik Indonesia. Nomor 
~~; . . . . , . -

1($. Peraturan Peinerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Si~ Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 . 
Nomor 138, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor · 
4575)~ Sebagaimana telah diubah dengan Peraturap. femerintah Nomor 
65 Tahun. 2010 tentang Perubahan Atas ·peraturan Pemerintah Nomor · 
56 Tab.un _ 2005 teritang · Sistem . lnformasi . . Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor _110, 
Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang_flibab. Kepada 
Daerah (Lembaran ; Negara Republik. Indonesia Tahun 2005 Nonior . 
139, Tambahan Lernbaran Negara Republik.Indonesia Nomor 4577); · · 

18. Peraturan Pemeruitah Nomor 58 Talmn · 2005 tentang Pengelolaan. 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Taliun 2005 · Nomor 140, Tambahan Lembarail Negat1l Republik 
Indonesi~ No_mor 4578); . · 
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19. Peraturan Pemerintah . Nomor· 8 Tahun . 2006 tentang Pelaporan . 
Keuangan Dan Kinerja . lnstansi Pemerintah (Lembaran · Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor . 25, · Tambahan · Lembaran . 
NegaraRepublik IndonesiaNomor 4614); · 

20. PeJ'?tuian Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentimg Penibagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, · Pemerintaliart Daerah 

. Provinsi · Dan Pemerintahan Daetah Kabupaten/ · Kota (Lembarari 
Negara Republik · Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); . 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata . Cara 
Pelaksanaan . _Kerja Sama Daerah (Lem_baran Negara . Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor . 112, Tambahan Lembaran Negara . 

· Republik IndonesiaNomor 4761); · 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun. 2006 · tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan . Daerah sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn.or 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua, Atas Peratutan Mente1:i 
Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

. Keuangan:Daerah; 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor _22 Tahun 2009 tentang 

Petµnjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daera1'; . 
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / Menkes /PER/ V / 2011 

tentang Pedoman Pelaksanaaan Program Jaminari . Kesehatan 
Masyarakat '(JAMKESMAS) Tahun 2011 ; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentarig 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah · (Lembaran Daerah · 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 1 O); 

26~ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
· Pelayanan Kesehatan di Pusat l<.esehatan Masyarakat . Kabupaten 
Semarang (Lembaran :Oaerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 . 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang No~or 
~ - ' ' ' 

27. Peraturan Daerah Kabµpaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Pqkok-pqkok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran . Daerah • 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor' 14, Tainbahan· Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); · 

28 . . Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tah.un 2008 tentang · · : · 
Qrganisasi Dan Tata Kerja Selqetariat Daerah Dan Sekreuuiat Dewan 
Peiwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2008 N,omor 17, . Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupateri Se:..natang Nomor 15) sebagaimana telah diubah 

. dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang-Nomor; 1 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Penittiran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
17 Tah'Ull 2008 tentimg Qrganisasi dan Tata ~erja Sekretariat Daerah· 
dan $ekretariat . Dewan Perwakilan Raky~f.-.. Daerah Kabupaten 
. Semarang · (Lembaran Daerah Kabupaten . Semarang . T$,l,Ul . 2011 
. Nomor 1, Tambahan Lembarart."Daetah Kabuj,aten Semanmg Nomor 

1~ ' ' ' ' 
29. Peraturan Daerah Kabupateri Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang · 

Organi~asi Dan Tata Kerja Dinas . D~~~- l.4l;>t1:p~tett _Semararig . 
.(Lembaran Dacrah Kabupaten Semarang .. ·Tahun _20~'8_, Nomo~ 1_8, ... 
Tambahan Lembaran Daerah . Kabupaten . Semarang . Noqior 16) 
sebagaimana telah · diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 2 TahlUl .2011 tentang Perubahan Atas·•Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun . 2008 tentang 
Organisasi dan. Tata Kerja . • Dinas Daerah· ~bupaten Semaran~ 
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M;enetapkan 

(Lembaran. Daerah --Kabupaten ·Semarang · Tahun 2011 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Paerah Kabup~ten SemarangNoinor 2); · 

30. Peraturan Daerah Kabupaten SemarangNomor 25 Tahun2008 tentang 
· Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit UJ.11um Daerah . K.abupaten . 

Semarang (Lembaran . Daerah Kabupaten Setriarang Tahun · 2008 
Nomor 25, Tambahan Lembaran.Daerah· Kabupaten SeniarangNomor 

. 22); . . . . . . . . . . . 

31. Peratura.n Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 T~un 201 o· tcmtang · 
Kerja Sama Daerah (Lcmbara.n Daerah Semarang T&iliun 2010 Nomor 
· 13, Tambahan Lembarari. Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 O); . 

32. Peratura.n Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahllll 2011 ten.tang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran ··Daerah Semarang Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran. Daerah Kabupaten.· Semarang Nomor· 
~; ' 

MEMUTUSKAN ·: 
. . ' . 

·PERATIJRAN BUPATl IBNTANG ·PETIJN'JUK' PELAK8ANAAN .· . ., . . . . . 

' . ' 

.PROGRAM JAMINAN l,(ESEHATAN DAI;R.AH Dl KABUPATEN 

. . . SEMARANG. · 

. Pasal 1 

· Petunjuk Pelaksanaan Program · Jaminan· Kesehatan Daerah (JAMK,ESDA) di Kabupat~ . 
t Semarang sebagaimana tercantum dalam Iainpinm I (satu) yang merupakan :bagian tidak 

terpisahkan dar:i ·Peraturan Bupatiini.-
Pasal2 

Pada saat Peraturan Bupati inj mulai bedaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 114· Tahun 
2010 t~tang PetunJuk Pelalcsanaan Jaminan Kesehatan _Daerah (J.AMKESDA) cll -Kabupaten · . 

· Semarang (Betita Daerah Kabupaten Semarang-Tahun2010 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan • 
tidak berlaku1• . . . . . 

Pa$al 3 . 

Peraturan Bupati ·ini mulai berlaku pa~a tanggal· /8 J1ptil UJ(L . 

Agar setiap orang niengetahuinya, memerintahkan p~n~dartgan Peraturan .l;3upati 4li dengan 
penempata.imya dalam Berita Daerah Kabupaten Semfirang • 

. Diundangkan di Ungaran 
Pada tanggal 18 Apn'l U,/'/. . 

~- SEKRETARIS QAERAH 
SEMARANG 

~ • i . 
,' •, 

. ' 
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Lampiran I Peraturan 8upati Semarang 
Noinor '(~ Ta.bun 2012 
Tanggal lo' Apn1 U)/1, 

. . . . 

• PETUN.JUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KJj:SEHATAN DAERAH 
DIKABUPATENSEMARANG 

I. PENDAHULUAN. 

, • A. . Latar Belakang'. 

t . 

Pelayanan dibidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat 

yang harus. diwujudkan oleh Pemerintah. Tanggung · ja~b dibidang pelayanan 

kesehatan tersebut pada hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah. Pusat , Pemermtah· . 

Provinsi dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yaµg optimal . . 
. . 

Dalam hal masih terdapat masyarakat miskin dan / atau tidak mampu yang belum 

mendapat pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(JAMKESMAS) pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab masyarakat, 

Pemerintah Propinsi bersama Pemerintah :paerah sesuai dengan .kemam.puan keuangan .. 

daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESOA). D~ dalam ~gka 
. . . 

pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JA~SDA) · bagi masyarakat 

Kabupateh Semarang secara selektif dan bertahap, maka perlu ada pedoman untu.lc 

pengaturannya sebagai landasan formal atau payung hukutn. 
. . . 

Pelayanan_kesehatan dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat l 
. . . . . . . · . . . 

(satu) sebagai Pemberi Pelayanan Ke$ehatan Tingkat Dasat y~g qil~ oleh Pusat 

Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) ~an jejaringnya, Pemberi Pelayanan Kesehatan · 

· (PPK) tingkat Il ( dua) · sebag~ peniberi· pelayanan kesehatan spesialistik dilaksanakan 

· oleh Rumah Sakit n,.jukan tingkat I (satu) yang rneliputi Rurnah Sakit-kelas C, kelas D 

atau Rumah Sakit Swasta yang telah mel~an Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang 

. Program Jaminan Kesehatan ·Daerah (JAMKESDA.) dengan Pernerintah Kabupaten 

Semarang , sedangkan Pemberi Pelayanall' Kesehatan (PPK) tingkat . ID (tiga) atau 
. . . . 

tingkat lanjutan adalah · pemberi pelayanan -kesehatan Spesialistik lanjutan yang 
. . . 

dilaksanakan oleh Rumah SakittQ.jukan tingkat hmjutanmeliputiRumah Sakit Kelas B, 

Kelas A atau Rum~ Sakit Umum Swasta . yang setara dengan . Kelas B atau kelas A, 

· .· dan yang· telah melakukan Perj~jian Kerja Sarna (PKS) Bidang Program Ja~inan 

Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pernerintah Kabupaten Semarang · dan 

Pemerintah · Provinsi Jawa Tengah, untuk mem'berikan pelayanan_ kesehatan kepada 

masyarakat miskin dan / atau tidak mampu yang menjadi tmiggungjaw~~ Pemerintah 

Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. 
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B. Maksud dan Tujuan. 

1. Maksud pemberian · Program Jaminan Kesehatan Daerah . (JAMI(ESDA) di 

Kabupaten Semarang .adalah untuk mernberikan bantuan clan pelayanan dibidang 

kesehatan, kepada tnasyarakat miskin dan / atau , tidak _mampu diluar kuota 

· JAMKESMAS sehingga dapat meringankan biaya pengobatari seb~gai akib~t dari: .. · 

· penyakit yang qideritanya. 

2. Tujuan dari pemberian Program Jaminan Kesehatan Daerah :(JAMKESDA) di . 

Kabupaten Semarang bagi masyarakat miskin dan / atau tidak m~pu di luar 
kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat(JAMKESMAS) adalah: 

a. _mengurangi beban pembiayaan di •bidang kesehatan bagi masyarahtt miskin . 

dan / atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masy~t ·. 

(JAMKESMAS); 

· b. sebagai upaya meningkatkan ·derajat kesehatan masyarakat melalui Program · 

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). 

II. SASARAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESI>A) DI . 

t . KABUPATENSEMARANG 

Warga miskin dan l atau tidak mampu penduduk Kabtipaten Semarang ·di luar kuota 

Jarninan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). 

. . . . . . 

, .· III. PRINSIP PENYELENGOARAAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN -KESEHATAN , .· 

<' 

. . . . 

DAERAH (JAMKESDA) DI KABUP ATEN SEMARANG 

Program Jaminan - Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di · . Kabupaten . Semarang 

diselenggarakan dengan prinsip : 

1. Pelayanan kesehatan dilakukan secara terstrulctur dan berjenjang; _ _ . . . _ 

2. Pelayanan sesuai dengan standar · pelayanan kesehatan yang ada diPemberi Pelayanan 

Kesehatan (PPK) ; 

3 .. Pelayanan dilakukan dirawat inap kelas Ill (tiga) di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) · 

Tingkat II ( dua) dan di Pemheri Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat TH (tip;a) ; 

4. Berdasarkan situasi darurat (emergensi), sebagaimana ter~antum dalam Lampiran II (dua) 
. . . . . . . . . ' . \ . 

. Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan B_upati ini. • · 

semua Pernberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I (satu) dapat langsung memberikan . 

ruiukan ke Pemberi Pelavanan Kesehatan (PPK) Tinizkat lH (tilza) : 

6 
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5. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan .dilakukan secara klaim yang diajukan oleh 

·. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK). Tingkat II (d~a) dan/atau · Pemberi . Pelayanan 

Kesehatan (PPK) Tingkat III (tiga) lanjutan bagi peserta program Jaminan Kesehatan 

D_aerah · (JAMKESDA) kepada Pengelola. program Jaminan Kesehat~ · · Daerah . 

(JAMKESDA) ; 
. . 

6. Pelayanan sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara efektif, efisien, transparan dlm · 

aktuitabel. 

· IV. KRITERIABANTUAN 

A. Jenis Belanja Bantuan 

._ Jenis Belanja _ Bantuan adalah bantuan sosial . kepada individu yang · diberikan daiam 

beiituk bantuan pembiayaan pelayanan Kesehatan yang dilakukan ~leh· Pemberi 

Pelayanan Kesehat'an (PPK) Tingkat II (dua) dan / atau Pemberi Pelayanan Kesehatan 

· . (PPK) Tingkat III (tiga). 

B. Besarnya Subsidi Bantuan 

Besamya bantuan didasarkan pada klaim yang •diajukan oleh P·emberi Pelayanrui 

Kesehatan (PPK) Program. Jaminan Ke~~hatan Daerah (JAMKESDA), sesuai hru.il. 

verifikasi yang dilakukan oleh Tim-yang dibentuk oleh Bupati dengan batasan sebagai •·· 

berikut: ·_ 

. 1. Rawat Inap kelas lff(tiga) di Pemberi Pelayana:n Kesehatan (PPK) Ting~t II (dua) . 

dengan besaran. bantuan p~ling banyak Rp. 1.500.000,- ($atu Juta· Lima Ratus Ribu · . 

Rupiah) unµik pelayanan non opera~i, sedangkan untuk pelayanan operasi . dan 
.. ' 

perawatan di ruang ICU dengan be~aran bantuan paling banyak Rp._ 3.000.000,.:. .. 
. . ' . . . . . . . . 

(Tiga Juta Rupiah) per orang dalam· 1 (satu) kali pelayanan per tahun anggaran; .. 

2. .· Rawat · Inap · di Pemheri Pelayanan. Kesehatan (PPK} Tingkat IiI (tiga) lanjutan _ 

dengan qesaran bantuan paling banyak .Rp._ 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 

pelayanan non operasi per orang dahun 1 (Satu ) . kali pel~yanan .. dalam. l(satu) . 

tahun ~ggaran dan Rp. 6;000.000,~ (Enam Juta Rupiah) per orang dalam 1 (satu) · 

kali pelayanan dan· dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; 
. . . . 

3. Besaran bantuan sebagaimana di~aksud pada angka 2 tidak termasuk subsidi yang . 

diterima dari Pemerintah P~ovinsi meialui Kerjasama Program Jaminan Kesehatan 

])aerah ( JAMKESDA) Propinsi Jawa Tengah ; 

4 . . Para penerima bantuan sosial l<epada _individu Program Jaminan Kesehatan Daerah _ 

(JAMKESPA) diwajibkan untuk iur bayar:. guna mencwrupi kek.urangan . biaya_ ' ' . 

pelayanan kesehatan. 
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V. PERSYARATAN : PESERTA ·. PENERIMA . BANTUAN . PROGRAM JAMINAN 

kESEHA TAN DAERAH (ii\MKESDA) DI K.ABUP A TEN SEMARANG 

. Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatanpaerah oAMKEsnA) 
. di Kabupaten Semarang harus memenuhi persy.aratan' sebagai beril~t : · ··• · · . . .. . 

·. 1. Warga Kabupaten Semarang_yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 1?endu4uk (KTP)dan . 

_-I atau Kartu Keluarga (KK) yang masih bedaku ; 

. 2. Warga Miskin dan / atau tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(JAMKESMAS) · yang sei~njutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Semarang drui · · 

diberikan · Kai:tu · Kepesertaan Program · Jamin.an -Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ·oleh . 

Dinas Kesehatan ; 

3. Dalam hal Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Ke.sehatan 

·oaerah (JAMKESDA) dan / . atau Kaitu Kepersertaaan Program •Jamin,m ](e~ehatan 

. · ... 

· Daerah (JAMKESDA) ' belum diterbitkan maka .Warga . . tidak · :maII1pu . dapat 

menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah . · · . 
. . . ' . . . . . 

atau Kepala Desa dari diketahui oleh Camat ; 
. . . . '. . . . . . . . . 

4. -Silat .· Keterangan Tidak MampU (SKTM). sebagaimana·ditnaks~d ·pada artgka 3" dapat · 
. ' ! . . . . ' ; 

diterbitkan apabila : 

a. telah mem~nuhi paling sedikit 9 (sembilari) dari 14 (empat.belas).kriteria masyarakat ·.· . ·. 

.· miskin yang. ditetapkan oleh Badan Pus~t Statistik ~PS); atau . : . 

b. Telah memenuhi kriteria Keluarga Pra Sejahtera ( Pra - S) dan K.el~atga Sej~tera I· 
· .. (KS I) berdasarkan ket~ntuan Peraturan Perundang-;u~clartgan yang b~rlaku . . . 

· 5. Semua Persyaratan sebagaimana diniaksud di atas, diserahkan paiing lam.bat i(dua) x ·24 
' • • • t • • • ' • • 

. ( dua puluh empaO jam, hari kerja. 

VI . . RU ANG LINGKUP PELA y ANAN. 

A. Pelayanan kesel:iatan bagi warga miskin dan / .atau .tidak mampu ~elalui ·Program __ · . 

. . Jaminan K.esehatan .Daerah oAMKESDA} di J(al;,~paten Semarimg , nieliputi : . 

1. . Pemberian Pelayanan Rawat Inap •kelas III .· di. Pembed Pefayanail •Ke~hatan.: . . 

(PPK) Tingkat Ii (dua) dan / ·atau Pemberi Pelaya~an Kesehatan (PPK).Tingkat in · 
(tiga) atau Ru~~ Sakit Umum (RSU) Swasta yang telah·melakclcan. Perjan.jfan·. 

· . Kerja Sama. (PK.$) . pelayanan · pasi~n . Program_ . Ja~inan Kesehatan Daerah 

. (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan / atau Pemerintah 
. . . . . . . , . . . 

Provin_si Jawa Tengah; : -
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: . '; 

• 

2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dim penyuluhan kesehatan ;· 

3.. Penunjang diagnostik meliputi labotatorium klinik, kecuali sebagaimana tercantum 
~ . . 

dalam Lampiran III (tiga) Peraturan Bupati mt yang merupakan bagian ti.dale 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ; 

4. Tindakan medis ; 

5. Operasi kecil dan sedang ; 

6. Operasi khusus dan besar harus dengan rekomendasi Direktur Rumah Sakit Umum . · 

Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta ; 

7. Pelayanan rehabilitasi medis ; 

8. Perawatan · Intensi~ (ICU), hanya diberikan . kepada pasfon yang telah 'dilakukan · 

pelayanan rawat inap di kelas III (tiga) ; 

9. Pemberian obat dengan ketentuan sel;,agai berikut: 

a. pelayanan obat Y!3Il8 diberikan di luar Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) . 

tidak termasuk dalam beban yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten ·. 

Semarang; 

b. 

c . 

jenis obat yang diberikan adalah obat generik, bila obat yang diperlukan ti.dak 

·tersedia obat generiknya, maka digunakan obat · sesuai Daftar ·p1afon Harga 

Obat (DPHO) PT. Askes untuk tahun yang berlaku ; 

ketentuan peresepan obat rawat inap : 

I. ol;,at dan cairan diresepkan secara one day dose dispencing ; 

2. obat pasca rawat inap diberikan paling banyak 5 (lima) hari. 

10. Pelayanan darah, sesuai 4e~g_an ket,entuan peraturan penmdan$ - undangan yang_.·. 

berlaku; 

11. Bahan dan alat kesehatan habis pakai ; 

B. Pelayanan K~sehatan yang tidak ditanggung atau tidak dijamin dalam Program Jaminan 

Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah sebagai berikut : 

l. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ; 

2. B~an, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetilca ; 

3. General Check Up ; 

4. . Operasi Caesar yang bukan dengan alasan medis ; . 

5. Operasi Jantung; 

6. Prothesis; 

7. · Hemodialysa yang ke 3 (tiga); 

s. Peserta dengan kemauan sendiri pindah dari/ke kelas perawatan diluar kelas ill 

(tiga); ·. 
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9. Pengo~atan alternatif (antara lain ·akupuntur, pengobatan tradisional) . dan 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

pengobatart lain yang beh.iin terbukti secara iltniah ; 

Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalani ·upaya mendapatkan :·· 

· keturunan, termasuk bayi tabung, pengobatan impotensi. 

Pelayanan kesehat~ pada keadaa.n Force majeur ; _ 

Pelayanan kesehatan yang diberikan. pada kegiatan bakti soSi;l ; 

Pasien yang telah mendapatkan jaminari kesehatan atau asuransi · lainnya ; 

Pelayanan rawatjalan dan penunjangnyadi instalasi rawatjalan; 

Pelayanan di instalasi gawat darurat ; 

16. Transportasi rujukan pasien ; 

17. · Kecelakaan lalu lintas. 

18. Minuman keras. 

VIL TARIFPELAYANAN . . 

A. Tapp Pelayanan yang berlaku di Pem~eri ~eiayanan Kesehatari (PPK) Tingkat n (dua) 

. adalah Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan . yang diafur Peraturan Daerah Kabupaten -· 

Semarang Nomor S Tahun 2011 tentang_Retribusi Jasa Umum; _ . _. . 

B. Tarifyang berlaku untuk di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II (dua) untuk 
• . ~ I . . . • . ' 

. · Rumah Sakit Swasta adalah dengan Menggunakan tarif INA CBG'S yang diatur dalam : : 

Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Penyelenggarakan Pr9gram Pelayanan · 

Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. 

· C. Tarif yang berlaku untuk di Pemberi Pelayanan· Kesehatan (PPK) Tingk~~ Ill (tiga) . 

adalah dengan menggunakan tarif INA CBG'S yang diatur dalam Keputus_an 11ente_ri 
. . . . 

Kesehatan Tentang Pedoman Penyelenggarakan Pro.gram Pelayanan< Kesehatan Bagi · 

Masyarakat Miskin: 

VIII. TATA CARAPEMBAYARAN . . 

1. · Sumber Dana 

Dana untuk Program Jaminari Kesehatan Daerah (JAMKESDA)beras~ dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (~BD) Kabupaten Semarang dan · Anggata11_ · 

. Pendapatan dan._Belanja Daerah (API:3D) Anggaran Pendapatan dan Belanja b~er~ . 

~ · (APBP) Pemerintah Propinsi Ja~a Tengah d~ / atau dari ma~yarakat. · 

· ;; · · 2. Mekanisme Pengajuan Klaim 

· PengaJuan klaim biaya . pelayanan _ kesehatan . diajukan -oleh_ Pemberi -· Pelayanan 

. Kesehatan · (PPK) kepada . binas Kesehatan Kabupaten . Semarang · dengan -disertai 

. dokumen penduk.ung pelayanan meliputi : · 
. ' . . 
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I.: Surat pengantar tagihan.· disertai Nomor Rekening Bank atas .n~a .Pemberi; 

Pelayanan Kesehatan (PPK) ; 

2. Rekapitulasi rincian biaya pelayanan ; 

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan / atau Kartu Keluarga (Kl() 'yang . 

masih berlaku ; 

4. Foto Copy Kartu Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) ; 

5. Apabila Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program _Jaminan Kesehatan 

Daerah . · (JAMKESDA) · dart / atau . kartu .Program Jaminan Kesehatan Daerah 
. . . . 

(JAMKESDA) belum diterbitkan, maka warga miskin dan / atau tidak mampu 

dengan melampirkan . Surat Keterangan Tidak Marnpu (SKTM)' yang dikeluarkan 

oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Carnat ; 

6. · Surat Rujukafi ; 

. 7. Surat kuasa untuk nielakukan: tagihan . dan menedma pembayaran (bermaterai 

· sesual dengan ketentuan yang. berlaku) ; ·. 

8. Kuitansi penerima bantuan ·. sosial . kepada individu perorangan Program Jaminan 

Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) · dan 

Rumah . Sakit Umum (RSU) Swasta (bermaterai sesuai . dengan ketentuan · yang 

berlaku); 

3. Mekanisme Pencairan Dana. 

Setelah dilakukan veriftlcasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati, selanjutnya Dinas 

Kesehatan Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan 
. . . 

Keputusan Bupati tentang Penetapan Pe~erlma cian Besaran bantuan sosial kepada · 

individu · Program JfUlllllan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Untuk pencairan clan 
. . . ' . . . - . 

penggunaan dana disesuaikan dengan penata~sahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

· Daerah (AP~D) Ka:bupaten Semarang. · 

4. Mekanisme Pembayaran. 

Dinas K~sehatan Kabupatan Semarang mengajukan klaim pembayaran kepada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPPKAD) Kabupaten Semarang~ 

dengan melatnpirkan : 

I. Surat permohonan pencairan .·bantuan sosial . kepada individu yang memuat nomor 

rekening Bank atas nama . Pemberi Pelayanan_ Kesehatan (PPK) J~ Kesehatan 

Daerah (JAMKE$DA). denganjumlah nominal yan$ dibayarkan; 

2 . .. Keputusan Bupati tentang Penetapan Pene~a dan Besaran bantuan sosial kepada 

individu Jaminan Kesehatan Oaerah (JAMKE$l)A); 

3. •Surat Kuasa untuk melakukan tagihan dan menerima pembayaran (bemrat~ .sesuai . 

dengan ketentuan yang berl~); ·. 
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4. Kuitansi penerima bantuan · sosial -.kepad~ . individu 1aminan . Kesehatan Daerah _ .· 

(JAMKESDA) (bermaterai sesuai dengan kete;tuan yangberlhlru). 

IX. PELAKSANA PROGRAM JAMINAN KESE~TAN DAERAH (JAMKESDA)_ DI 

. KABUPATENSEMARANG 

Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Oaernh (JAMKESDA). di . Kabupat~n- semaµinS: . ·. 
dalam pelaksanaannya perlu rnembentuk : . · 

. . . . : .· 

1. Tim Pelaksana · / Kesekretariatan · ProO'Mlm Jamin.an . Kese~. tan · D rah. ··· c,~-.. .ae. , 

(JAMKESDA) di Kabupaten Semarang ; dan • 

2. Tim Yerifikasi _Program Jaminan K~sehatan Daerah (JAM!(ESDA) di Kabupaten • . 

Semara:ng; _ 

. . . . . 

Tim sebagaimana dimaksud pada angka· 1 dan angka 2 diatas selanjutnya diteta.pkan dengan • 
. .· . . . . . ' . . . . 

Keputusan Bupati. · 

X. PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI. 

. . . . . 

· Pengendalian, monitoring ·dan evaluasi pelaksanaan Program· Jaminan Kesehatan . Daerah 

(JAMKESDA) di Kabupaten Semara~g dilakukan oleh Tim P~gen:d~ Program Jamin.an 

Kesehatan Daerah (JAMK.ESDA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupa~. · 

XI. . PENGA W ASAN DAN SANKSI. 

A. Pcngawasan . . 

Pengaw~an dilakukan dengan menggunakan sistein: · . . . 

l. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oteh aparat secara vertikal_ · · 

yang mempunyai . togas . dan W>.ggung jawab • mengadak.an pemb~ dan 
- pengawasan ; 

2. Pengawasan : Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan · oleh hlspektorat 

Kabupaten Semarang.· 

B. Sanksi. 

Apabila· terbukti terjadi penyinipangan dan. / ~tau · pet1yalahgunaan dalam pemberian 

bantuan sosial kepada · individu : berupa program -Jaminan Kesehatan · Oaerah • 

(JAMKESDA) di . · Kabupaten Senw-ang akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. · · 
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XII. pENUTtJp. 

. . 

Petunjuk Pelaksariaan Program Jamfuan K~sehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten . 

Semarang digunakan sebagai acuan c1an· pedoman dalani pemberian bantuan Program 
. . 

Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDAJ di K.abupaten Semarang, agar d.icapai basil 
kegiatan yang diharapkan sesuai dengan · Ketentuan l>erafurao:. Perundang-undangan· yang 

berlaku . 
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LampiranU Peraturan BupatiSemarang · 
Nomor · f.{s . Tahun.2012 
Tanggal tBA,111, • Utt ·. 

RUJUKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PUSKESMAS 
. BERDASARKA.N SITUASI OAR URA T (EMER.<;ENSI) . 

No. Bagian 
I Anak. 

II Bedah 

III Kardiovaskuler 

IV Kebidanan 
V ·Mata 

VI Pa~ - paru 
VII THT 

VIII Psikiatri 

1 
2 
3 
4 

Diagnosa 
Cardiac arrest I payah jantung .· 
Cyanotic .Spell (periyakit jantuno:) 
Gaga! Ginjal Akut 
Gaga! Nafos Akut · 

5 Shock · berat (profound) · · Nadi tak teraba, . 
tekanan darah terukur· 

1 Cedera kepala berat 
2 Cedera.Kepala Sedang 
3 Flail Chest 
4 Hemathothorax dan oneumothorax 
5 · Hidrocephalus dengan TIK Meninsz:k.at 
6 Luka terbuka daerah thorax 
7 Meningokel/ myelokel -pecah 
8 Peritonitis generalisata 
9 Tensi9n pneumothorax 
10 · Trauma toraks . 
11 Tumor otak ·dengan penurunan kesadaran .· 
1 Henti Jantung 
2 · Infark Miokard dengan kompilasi (shock) 
3 . . Kelafoan jantung bawaan tlengan gangguan . 

. ABC (Airway 8reathing·Circulation) 
4 •. Kelainan katup jant~ng dengan ganguan ABC 

. (Airway Breathing Circulation) 
l Eklan1psia · 
1 Penurunan tajam penglihatan mendadak : 

a. · Ablasio retina · · 
b. •CRAO 
c. Vitreous Bleeding . 

2 Tumor Qrbiw. den!!an pendarahan 
Ooen/ Closed pneumothorax 

1 · Obstruksi saluran nafas atas Gr. II/ In Jackson 
2 · Obstruksi ~aluran nafos atas Gr. IV Jackson 
1 C':raruz:ruan panik · .• 
2 Gan1uruan Psikotik · ·· 
3 · Gangguan Konvensi 
4 Gaduh Gelisah 

{"~·\)._,... --.-.i 
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No. 
I 

I. 
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Lampiran III Peraturari .J3upati Semarang · 
Nomor '-(3 Tahun 2011 : 

· 1anggal t8;1pn1 .14rz · 

PELA YANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK YANG TIDAK DITANGGUNG 

Bagian Dia211osa 
Laboratorium 1 Perneriksaan PMS 

VDRL 
: TPHA 
2 Pemeriksaan Elektrolit 

Natriuin 
Kaliuni . . 

Cloride 
Magnesium 
Phosphat 

3 Pemeriksaan :$GA 
4 Pemeriksan Khusus 

APTT . . 
PTT 
TT 
Kadar Fibrinogen . , 

TAT 
Anti Dengue lg.G dan lg.M 
Anti Salmonella 
TB-ICT 
AntiHBS 
AntiHAV 
Anti HCV 
Anti HbE . . 

Anti HBc \ 

Kultur ' 

HBAlC 
Anti HIV 
ASTO 
Rli . 

CRP 
T3 
T4 
FT-3 
FT-4 
TSHS 
· Pemeriksaan Hormon 
TORCH . 

. . Tumor Marker 
CK 
CK-MB 
LDH. 
CHE .• 
Micral test 
Fe 

' 
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TIBC .. 
. . 

Fenitin 
: 

C-Pentida 
Insulin 
Trooonin 
$PE 
BMP 
Amilase 

Il Patofogi Anatomi Sitologi rutin soutum dan urin 
Pap smear 

,, 

Jarin~an · 
m Radiologi Panoramic 

Manorntfi . 
Rontizen dengan kontras 

IV Elektromedik · EEG· . 
-CT Scan 
MRI : 
Endoscopy • 

. : . 
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